PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 1 /PBI/2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan mediasi perbankan diperlukan
guna menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank
yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan
kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank;

. bahwa lembaga mediasi perbankan yang seharusnya

dibentuk oleh asosiasi perbankan untuk menyelenggarakan
aternatif penyelesaian sengketa melalui cara medias
belum dapat direalisasikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk melakukan
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi
Perbankan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik ...
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Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI1/2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 tentang
Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4601);

MEMUTUSKAN .....




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PB1/2006 TENTANG MEDIASI
PERBANKAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PB1/2006

tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601) diubah

sehingga berbunyi sebagal berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
3

(4)

Pasal 3

Medias di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan
independen yang dibentuk asosiasi perbankan.

Dihapus.

Daam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen
melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Sepanjang lembaga Medias perbankan independen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungss Medias perbankan

dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 15

Penggjuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disampaikan kepada Direktorat Investigass dan Medias Perbankan, Bank
Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

Pasal I
Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 10
DPNP/DPbS/DPBPR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 1 /PBI/2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

UMUM

Medias perbankan sebaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan
merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi
yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan
bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah
maupun reputasi bank dapat dijaga.

Penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan
industri perbankan sendiri yang dalam hal ini dapat diwakili oleh asosias
perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi perbankan yang
akan mewadahi penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana diamanatkan
daam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Medias
Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti
aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyelenggaraan medias
perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam
pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka untuk sementara waktu

fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angkal
Pasal 3
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi
perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk
keperluan tersebut.
Angka 2
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4808



